BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam

Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2013 tentang .Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2014, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2014;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu

ditetapkan dalam suatu Peraturan;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4280);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
‘Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438});

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

Peraraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2014;

Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor
2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);

Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh
Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
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22. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

23. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
‘Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01);

24. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 230);

25. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012 Nomor 03);

26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 16);

28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 16 TAHUN

- 2013 TENTANG RENCANA KERJA  PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 16),
diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Bupati dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan
APBK Tahun Anggaran 2014, menetapkan TAPD untuk
menyusun KUA dan PPAS Perubahan APBK Tahun
Anggaran 2014.
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(2) Seluruh Program dan Kegiatan dirancang harus bersifat
lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang

dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan
daerah.

(3) Sumber dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Singkil
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014
merupakan sumber pendapatan lain-lain yang sah, jenis
dana penyesuaian dan otonimi khusus pada pendapatan
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 yang
tertuang dalam APBK dengan Program/Kegiatan Khusus.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 Mei 204

| f BURATI ACEH SINGKIL, ¢/

SAFRIADI
Diundangkan di Singkil
pada tanggal 28 Mgi 2014

_» SEKRETARIS DAE
~ ACEH 8SI

B dan HAM Sstdakab Aceh Singkil,-



